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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI              
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN 
WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH 

PROVINSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanya Surat Pengesahan Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 
Nomor SP DIPA-010.04-0/AG/2014 maka terjadi 
perubahan terhadap program kegiatan, pejabat 
pengelola keuangan dan jumlah anggaran sehingga 
perlu merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas 
dan Wewenang Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah 
di Wilayah Provinsi. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf  a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur 
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  

 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4407); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4406);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor  4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun  2008  
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor  4855); 
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